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ABSTRAK 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah  dalam pasal 

160 mengatur bahwa DPRD Kabupaten/kota mempunyai hak untuk mengajukan 

Rancangan Peraturan Daerah. hal ini menunjukkan bahwa DPRD memiliki hak 

inisiatif untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. UU No. 9 Tahun 2015 

Tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah mengatur bahwa: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD 

Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang mempunyai hak inisiatif 

dalam mengajukan Raperda serta fungsi legislasi yang diembankan kepada 

mereka sudah sepatutnya kualifiksi seorang anggota dewan harus berkualitas baik 

dalam pemahaman tentang legal drafting. Sejauh ini dari beberapa fenemona, 

banyak anggota dewan yang tidak mengetahuai apa yang harus dilakukan sebagai 

anggota dewan khususnya dalam menggunakan hak inisiatifnya untuk 

memprakarsai lahirnya sebuah peraturan daerah.  

 

Berdasarkan permasalahan dalam skripsi ini, penyusun membahas 

mengenai implemenasi hak inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo dalam 

pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan studi 

lapangan (field research) untuk memperoleh data primer dilakukan dengan 

metode wawancara dan dokumentasi pada pihak DPRD Kabupaten Wonosobo. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi hak inisiatif DPRD 

dalam pembentukan peraturan daerah pada Tahun 2017 kurang efektif dan kurang 

produktif yang ditandai dengan minimalnya perda hasil inisiatif  DPRD 

Kabupaten Wonosobo dalam pembentukan perda tahun 2017, yakni hanya 3 (tiga) 

Raperda yaitu Raperda Tentang Ijin Usaha Konstruksi, Raperda Tentang 

Penyelenggaraan Keolahragaan, dan Raperda Tentang Kawasan Ruang Terbuka 

Hijau. 

 

Kata kunci ; hak inisiatif, DPRD, perda.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar belakang masalah 

Indonesia merupakan Negara yang menganut prinsip kedaulatan 

rakyat, sehingga untuk mewujudkan itu perlu adanya lembaga perwakilan 

rakyat baik di pusat maupun di daerah sebagai landasan pemerintahan 

yang demokratis dalam kehidupan ketatanegaraan. Dalam urusan 

pemerintahan daerah, Lembaga Perwakilan Daerah harus mampu 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut di dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian 

dari aktivitas dalam mengatur masyarakat yang terdiri dari gabungan 

antara individu-individu dan kelompok.1 Sebagaimana disebutkan dalam 

pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

bahwa wilayah Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah 

provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota, yang setiap daerah 

provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang 

diatur dengan Undang-Undang.2 

Pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota diberikan 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus-urusan pemerintahan 

 
1 Saifudin, Partisipasi  Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

cet. Ke-1 (Yogyakarta, FH UII Press, 2009), hlm. 1. 
2Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia 1945. 
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daerahnya sendiri dengan menganut asas otonomi dan tugas pembantuan.3 

Begitupun juga pemerintah daerah berhak untuk menetapkan peraturan 

daerah dan peraturan lainya untuk melaksanakan asas otonomi dan tugas 

pembantuan hal ini diatur dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia 1945. Ketentuan tersebut yang mendasari kewenangan 

pemerintah daerah dan lembaga perwakilan daerah khususnya dalam hal 

ini DPRD untuk membentuk suatu peraturan daerah didalam Negara 

Republik Indonesia, selain itu di atur juga dalam peraturan perundang-

undangan lainya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Pemerintah Daerah. 

Pelaksanaan desentralisasi dengan pemberian otonomi kepada 

daerah, tidak semudah yang di bayangkan, dalam perjalanannya 

pemerintah daerah tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan daerah, dalam 

hal membuat peraturan daerah, hal ini tergantung pada pemerintah daerah 

yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah dan 

perangkat daerah lainya. Artinya, perlu adanya hubungan yang harmonis 

antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah, 

antara eksekutif dan legislatif.4 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi 

legislasi/pembentukan Perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan hal 

 
3Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

4 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, cet. ke-1,(Bandung : Nusa Media, 2009), 

hlm. 61. 
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ini diatur di dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Tentang Tata tertib DPRD.5 Fungsi legislasi DPRD sebagaimana 

disebut di atas dimaksudkan untuk mewujudkan pembentukan peraturan 

daerah DPRD bersama Kepala Daerah. Peraturan daerah adalah suatu  

peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah. Materi muatan yang ada didalam 

peraturan daerah bermuatan penyelenggaran otonomi daerah dan tugas 

pembantuan, dan menampung kondisi daerahnya tersebut. selain itu materi 

muatan yang berisi di dalam peraturan daerah juga merupakan penjabaran 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Menurut pembentukannya, Peraturan daerah terdiri atas 2 macam 

yaitu, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. 

Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dapat berasal dari  DPRD 

ataupun kepala daerah. Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah 

disampaikan kepada DPRD sebaliknya Raperda yang disiapkan oleh 

DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah, yang 

sering disebut juga dengan Raperda Inisiatif DPRD. Mekanisme 

pembentukan peraturan daerah di DPRD dilakukan dengan menyerahkan 

rancanngan perda yang akan diajukan kepada Bamperperda untuk 

dilakukan pengkajian, setelah diserahkan kepada DPRD selanjutnya 

dibahas bersama antara DPRD dan Kepala Daerah melalui musyawarah, 

 
5Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata tertib DPRD 
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pembicaraan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan yang khusus 

menangani legislasi dalam hal ini badan legislasi di dalam DPRD, 

selanjutnya dalam rapat paripurna. 

Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan 

bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, disampaikan kepada Kepala 

Daerah oleh Pimpinan DPRD untuk diundangkan menjadi Perda.6 

Penyampain oleh pimpinan DPRD dengan jangka waktu paling lama 7 

hari sejak persetujuan bersama. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017, 

Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD  baru mengusulkan 3 

Raperda Inisiatif dari DPRD Kabupaten Wonosobo melalui alat 

kelengkapan Badan Legislasi DPRD, yaitu Raperda tentang 

Penyelenggaraan keolahragaan, Raperda ijin usaha kontruksi,, Raperda 

Tentang ruang terbuka hijau. 

Dalam hal ini, undang-undang telah mengatur kewenangan anggota 

dewan untuk menyusun Raperda inisiatif, sebagaimana di amanatkan 

dalam peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman 

penyusunan dewan perwakilan rakyat daerah tentang tata tertib dewan 

perwakilan pada pasal 6 yang meyatakan bahwa rancangan peraturan 

daerah dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau 

Bamperperda yang dikoordinasikan dengan Baperperda.7 

 
6Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata tertib DPRD 
 
7Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata tertib DPRD 
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Menelisik tentang peraturan daerah tentunya setiap masa periode 

jabatan DPRD mempunyai suatu rancangan untuk membuat peraturan 

daerah yang mana peraturan daerah yang di kategorikan sebagai Raperda  

prioritas dimasukan dalam Program legislasi daerah. Selanjutnya, raperda 

yang masuk ke dalam prolegda dibahas tergantung kesepakatan badan 

legislasi daerah,  mekanismenya bisa dengan jumlah semua raperda yang 

masuk Prolegda di bagi per tahun, dalam hal ini satu periode masa jabatan 

DPRD 2014-2019. DPRD Kabupaten Wonosobo pada masa sidang tahun 

2017 hanya dapat mengusulkan 3 raperda saja dari Raperda inisiatif  yang 

diusulkan oleh DPRD, lalu bagaimana dengan masa  sidang tahun sebelum 

dan sesudah tahun 2017 dalam masa periode jabatan 2014-2019, jika masa 

sidang sebelumnya Raperda yang dihasilkan sama maka bisa dikatakan 

anggota DPRD Kabupaten Wonosobo belum produktif. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis bermaksud 

mengangkat topik terkait implementasi hak inisiatif DPRD Kabupaten 

Wonosobo dalam menyusun suatu perda sebagaimana fungsi DPRD 

sebagai lembaga legislasi yang membuat sebuah peraturan daerah guna 

menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD yang idealnya 

sebagai perwakilan rakyat seharusnya mampu menyusun raperda 

usul/inisiatif lebih banyak lagi mengingat suatu aturan dapat berkembang 

mengikuti kemajuan jaman akan tetapi faktanya pada tahun 2017  di 

DPRD kabupaten wonosobo hanya ada 3 raperda inisiatif yang diajukan 
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itu pun hanya 2 raperda yang secara sah menjadi perda dan distujui 

bersama Kepala daerah.  

Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Implementasi Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo 

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penyusun memiliki 

pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan DPRD kabupaten wonosobo menjalankan hak 

inisiatif dalam penyusunan Perda tahun 2017? 

2. Apakah yang mendasari DPRD Kabupaten Wonosobo Mengajukan 

hanya 3 (tiga) Raperda inisiatif pada tahun 2017? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan, 

begitupun dengan penelitian ini, adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui dan mendapatkan pemahaman bagaimana 

implementasi hak inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo pada 

Tahun 2017, selain itu, untuk mengetahui permasalahan yang ada 

dalam pelaksanaanya. Dan kesesuaian raperda inisiatif yang 

diajukan oleh DPRD Kabupaten Wonosobo dengan Program 

Legislasi Daerah (PROLEGDA). 
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b. Untuk mengetahui alasan yang mendasari DPRD Kabupaten 

Wonosobo hanya mengajukan 3 (tiga) Raperda inisiatif pada 

tahun 2017. 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan-

permasalahan tentang hak inisiatif DPRD. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini digunakan sebagai syarat 

akhir masa perkuliahan dalam bentuk tugas akhir atau skripsi 

untuk memenuhi pengambilan gelar sarjana di Prodi Ilmu 

Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan uraian secara sistematis mengenai hasil 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu  dan 

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu 

penulis melakukan penelitian mengkaji tentang penelitian yang terdahulu 

dan memiliki keterkaitan dan relevan dengan tema penelitian penulis, 

diantaranya sebagai berikut : 

Skripsi yang berjudul, “Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif 

Pendidikan Non Formal Keagamaan Oleh DPRD Sleman dalam 

Perspektif Otonomi Daerah”, yang disusun oleh Arif Budiawan.  Pokok 
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pembahasan skripsi ini adalah delegasi kewenangan mengenai bidang 

pendidikan non formal, pendidikan non formal keagamaan merupakan 

kewenangan kementerian agama, karena bidang keagamaan yang 

mengatur langsung dari pemerintah pusat. Maka raperda tersebut tidak di 

ijinkan oleh pemerintah pusat karena bidang pendidikan non formal 

keagamaan adalah kewenangan pusat.8 

Skripsi yang berjudul,“Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD 

Kabupaten Magelang dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 

2013”, yang disusun oleh Rifki Budi Putranto. Pokok pembahasan skripsi 

ini adalah mengenai faktor yang menghambat hak usul/inisiatif DPRD 

Kabupaten Magelang pada tahun 2013, dan mengkorelasikan hasil 

peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Magelang melalui 

hak inisiatifnya, dengan asas-asas dan mauatan materi dalam pembentukan 

suatu peraturan perundang-undangan.9 

Jurnal yang berjudul, “Implementasi Penggunaan Hak Inisiatif 

untuk Menghasilkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pedagang 

Kaki Lima Yang Partisipatif di Kota Pekalongan”, yang disusun oleh 

Nurul Indrawati Djauhari. Pada pokok pembahasanya, jurnal ini 

membahas bagimana mekanisme pemebentukan peraturan daerah di Kota 

Pekalongan dengan mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011 Tentang 

 
8Arif Budiawan, “Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Pendidikan Non Formal  

Keagamaan Oleh DPRD Sleman dalam Perspektif Otonomi  Daerah”, skripsi tidak diterbitkan, 

Fakultas  syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016). 
 

9Rifki Budi Putranto, “Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Magelang dalam 

Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2013”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2014) 
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan dalam pembentukannya 

apakah DPRD kota Pekalongan melibatkan partisipasi masyarakat 

khususnya pedagang kaki lima.10 

E. Kerangka Teori 

Untuk melakukan analisa-analisa hasil penelitian nanti, penulis 

menggunakan beberapa teori sebagai landasan untuk menganalisis, dengan 

uraian sebagai berikut : 

1. Perundang-Undangan 

Menurut Bagir Manan yang mengutip pedapat P.J.P tentang wet in 

materiele zin melukiskan pengertian Perundang – undangan dalam arti 

materil yang esensinya anatara lain sebagai berikut:  

a. Peraturan perundang – undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena 

merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang–undangan sebagai 

kaidah hukum tertulis (geschrevenrecht, written law). 

b. Peraturan perundang – undangan dibentuk oleh pejabat atau 

lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang 

membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (algemeen). 

c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak 

dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum 

 
10Nurul Indrawati Djauhari, “,Implementasi Penggunaan Hak Inisiatif untuk 

Menghasilkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Yang Partisipatif di 

Kota Pekalongan,’’ Jurnal Pembaharuan Hukum,  No. 2, Volume ke- 1, (2014). 
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hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang–undangan tidak 

berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.11 

Hukum positif di Indonesia melalui pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan Perundang-

undangan disebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah 

peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum 

dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang 

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-

undangan.12 

Sejalan dengan Hans kelsen, mengatakan bahwa kesatuan norma 

hukum ditunjukan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang lebih 

rendah di tentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentkannya 

ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi, dan bahwa regressus 

(rangkaian proses pembentukan hukum) di akhiri oleh suatu norma dasar 

tertinggi.13 

Bukti bahwa sistem hukum indonesia menganut doktrin hans 

kelsen, dapat dilihat di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan 

 
11http://repository.uin-suska.ac.id/7086/4/BAB%20III.pdf, akses 13 September 2019. 

12Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, Pasal 1 ayat (2). 

13 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum & Negara, alih bahasa Raisul Muttaqien, 

cet. Ke-7 (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 179. 

http://repository.uin-suska.ac.id/7086/4/BAB%20III.pdf
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bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di indonesia, 

adalah sebagai berikut :14 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

c.  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang. 

d. Peraturan Pemerintah. 

e. Peraturan Presiden. 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Secara kontekstual dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan 

dikenal dengan tiga  asas, adapun tiga asas yang dimaksud antara lain asas 

lex superior de rogat lex inferior, lex spesialist derogat lex generalis, lex 

posterior de rogat lex priori.15 

Asas-asas tersebut merupakan pilar utama dalam memahami konstruksi 

hukum perundang-undangan di Indonesia. Secara detail dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Asas lex superior de rogat lex inferior 

 
14Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan 

15 Jazim Hamidi, dkk, Teori dan Hukum Perancangan Perda, Cet. Pertama 

(Malang, UB Press, 2012), hlm. 19. 
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Maksud dari asas diatas  bahwa peraturan yang lebih tinggi akan 

mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, apabila 

mengatur substansi yang sama dan bertentangan. 

b. Asas lex spesialist derogat lex generalis 

Menurut asas ini peraturan yang lebih khusus  akan 

mengesampingkan peraturan yang lebih umum, apabila 

mengatur substansi yang sama dan bertentangan. 

c. Asas lex posterior de rogat lex priori. 

Maksudnya dari asas ini bahwa peraturn yang baru akan 

mengesampingkan peraturan yang lama. 

2. Otonomi Daerah 

Otonomi daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur urusan daerah nya sendiri dan urusan pemerintah daerah 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut bahasa 

yunani, otonomi daerah berasal dari dua kata yaitu autos yang berarti 

sendiri dan namos yang berarti undang-undang dari hal itu, otonomi 

daerah bermakna membuat undang-undang sendiri (Zelfwet geving). 

Konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti Zelfwet geving 

(membuat perda-perda) konsepsi otonomi daerah juga mengandung arti 

Zelfbestuur (pemerintahan sendiri). Di dalam otonomi, hubungan antara 

pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara menentukan urusan 
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penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga 

daerah.16 

Otonomi daerah merupakan pembagian wewenang, tugas dan 

tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah. salah satu wujud pembagian tersebut yaitu 

pemeritah daerah memiliki sejumlah kewenangan baik atas dasar 

penyerahan ataupun pengakuan dan urusan yang dibiarkan menjadi urusan 

rumah tangga daerah. Ni‟matul Huda mengemukakan bahwa: Otonomi 

daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraannya 

ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan pemerintah pusat. 

Dilihat dari substansi (materi) penyelenggaraan otonomi daerah, hal 

dimaksud ditentukan oleh sistem rumah tangga (huishuoding) otonomi 

daerah.17   

Suatu Negara kesatuan baru merupakan wujud pemerintahan 

demokrasi tatkala otonomi daerah dijalankan secara efektif guna 

pemberdayaan kemaslahatan rakyat, mencakupi kewenangan zelfwetgeving 

(Perda-perda) yang mengakomodir kepentingan rakyat banyak dan 

penyelenggaraan pemerintahan (Zelfbestuur) yang diemban secara 

demokratis. Porsi otonom daerah tidak cukup dalam wujud otonomi daerah 

 

16Ni`matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, ( Yogyakarta, Nusa Media, 2009), hlm. 

1. 

17Ni‟matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan 

Problematikanya, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), hlm: 46 
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yang luas dan bertanggung jawab, tetapi harus diwujudkan dalam format 

otonomi yang seluas-luasnya.18 

Pelaksanaan otonomi tidak telepas dari pasal 18 UUD 1945 yang 

menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, pasal tersebut sebagai gagasan 

normatif yang mendorong pemakaian otonomi sebagai bentuk dan cara 

menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sebagaimana disebutkan dalam 

UUD Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 

atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten 

dan kota yang masing-masing sebagai daerah otonom. 

Daerah otonom baik daerah provinsi maupun kabupaten dan kota 

memiliki pemerintahan daerah yaitu lembaga perwakilan daerah dan 

eksekutif sebagai pelaksana fungsi-fungsi pemerintah daerah dan juga 

berfungsi sebagai lembaga politik lokal, yakni pemerintah daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).19 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.20 Dalam menyusun suatu karya 

ilmiah, memerlukan metode penelitian agar supaya penelitian tersusun 

 
18Ibid, hlm. 91. 
 
19Syamsuddin Haris, Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokrasi & 

Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, (Jakarta, LIPI Press, 2007), Ctk. Ketiga, hlm. 41 
 
20Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualiitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2009), hlm. 2. 
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secara sistematis. Metode penelitian yang akan digunakan dalam 

menyusun skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field research) 

yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan terjun 

langsung kelapangan dalam mencari informasi di loksi penelitian agar 

mendapatkan data yang di perlukan,21 

2. Pendekatan penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-

empiris yaitu dengan mengaitkan ketentuan perundang-undangan dengan 

teori hukum serta melihat realita atau fakta yang terjadi di lapangan. 

3. Sifat penelitian 

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif analitik, 

yaitu menggambarkan dan menganalisa gejala dan fakta yang ada di 

lapangan serta mengaitkan dan menganalisa semua gejala dan fakta 

tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian dan kemudian di 

sesuaikan dengan keadaan di lapangan.22 

4. Lokasi penelitian 

lokasi penelitian dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Wonosobo 

5. Sumber data  

a. Data Primer  

 
21Etta Mamang Sangadji dan sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian, (Yogyakarta,  Andi Offset, 2010), hlm. 170. 
 

22Winarno Surahman, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung, Tarsito, 1990), hlm. 10. 
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Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

dapat berupa hasil wawancara melalui sumber informasi yang dipilih 

yaitu DPRD Kabupaten Wonosobo. 

b. Data Sekunder  

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui 

kepustakaan (library research) sebagai pendukug data primer dalam 

penelitian berupa buku-buku teks, artikel, dan dokumen yang 

berhubungan dengan penelitian ini, serta perundang-undangan yang 

meliputi:  

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

2) Undang-Undang No. 13 tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah 
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5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Tentang Tata tertib DPRD 

6) Permendagri No. 120 Tahun 2018 Perubahan atas Permendagri 

No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah 

7) Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo No. 01  Tahun 2019 

Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonosbo 

8) Keputusan DPRD Nomor 170/01 Tahun 2017 Tentang 

Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif 

DPRD Kabupaten Wonosobo untuk Disampaikan Kepada 

Bupati Wonosobo. 

9) Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Wonosobo Nomor 170/07 Tahun 2017 

c. Data Tersier  

Data tersier merupakan pendukung data primer dan data 

sekunder yang berasal dari karya ilmiah, literatur, dan penelitian yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi. 

6. Teknik pengumpulan data 

a. Observasi 

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penelitian 

dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan 
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sistematis.23 Selanjutnya peneliti melakukan pengamatan di kantor 

DPRD Kabupaten Wonosobo. 

b. Wawancara 

Wawancara dengan Narasumber Perwakilan dari Ketua 

DPRD kabupaten wonosobo, perwakilan Badan legislasi,  dan dari 

Komisi-komisi. 

7. Analisis data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh akan di pilih dan 

dikoreksi berdasarkan kualitas kebenaranya dan sesuai dengan relevansi 

kebenaranya kemudian di susun secara sistematis, agar memperoleh 

gambaran dan penjelasan kebenerannya guna menjawab permasalahan 

dalam penelitian ini.  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang skripsi ini, 

maka akan dijelaskan sistematika penulisan berdasarkan bab : 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

 

23Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuatitatif (Sebuah Pengantar), 

(Bandung, Alfabeta, 2011), hlm. 47. 
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Bab kedua, merupakan sebuah pengantar yang menguraikan 

tinjauan umum tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Bab ketiga, membahas tentang peraturan daerah dan mekanisme 

pembentukan peraturan daerah dalam hal ini hak usul inisiatif DPRD 

dalam penyusunan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Wonosobo. 

Bab keempat, membahas tentang analisa terhadap Implementasi 

hak inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017. 

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran yang disampaikan oleh penyusun. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasasrkan uraian yang terdapat pada bab diatas, maka penelitian 

ini dapat di simpulkan sebagai berikut: 

1. DPRD Kabupaten Wonosobo dalam mengimplementasikan 

peranannya serta melaksanakan hak inisiatif  kurang optimal dalam 

membahas ataupun mengajukan raperda inisiatif. DPRD Kabupaten 

Wonosobo tidak pro-akif dalam pelaksanaan hak inisiatif meskipun 

menghasilkan 3 Raperda inisiatif dari DPRD namun, tetap saja 

bahwa Raperda yang dihasilkan terkait dengan jumlah masih banyak  

Raperda inisiatif dari Kepala Daerah yaitu Bupati. 

Keoptimalan pendayagunaan hak inisiatif DPRD Kabupaten 

Wonosobo pada pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017, dari 8 

Raperda yang dibahas hanya 3 Raperda yang merupakan inisiatif. 

DPRD Kabupaten Wonosobo lebih banyak bertindak dalam hal 

pembahasan dan pengesahan suatu raperda, untuk mengusulkan 

ataupun menginisiasi raperda masih banyak anggota DPRD 

Kabupaten Wonosobo yang tidak menggunakan Hak inisiatifnya. 

2. Beberapa alasan DPRD Kabupaten Wonosobo mengajukan 3 (tiga) 

raperda inisiatif yaitu karena 3 raperda inisiatif tersebut merupakan 
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peraturan yang sedang dibutuhkan oleh Kabupaten Wonosobo dan 

banyaknya daerah lain yang sudah mengatur tentang 3 raperda 

inisiatif tersebut. Selain itu, 3 Raperda inisaitif itu diperoleh dari 

aspirasi masyarakat dan juga terbatasnya dana sehingga DPRD 

Kabupaten Wonosobo hanya mengajukan 3 Raperda. 

Dalam menjalankan hak inisiatif dalam pembentukan peraturan 

daerah pada tahun 2017 DPRD Kabupaten Wonosobo mempunyai 

beberapa hambatan yaitu; 

a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai latar 

belakang di bidang legal drafting sangat terbatas, pengalaman dan 

pengetahuan anggota DPRD masih sangat berkurang sehingga 

menyebabkan tingkat keaktifan anggota dewan untuk menyusun 

atau menggunakan hak inisiatifnya menjadi sangat terbatas. 

b. Kurangnya anggota DPRD Kabupaten Wonosobo yang 

mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang Hukum 

karena hal ini terkait dengan pemahaman terhadap fungsi legislasi 

tersebut. 

c. Tidak adanya Kemauan untuk menciptakan produk hukum oleh 

DPRD dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap fungsi 

legislasi yang dimiliki, dalam hal ini hak inisiatif untuk 

mengajukan Raperda. 
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B. Saran-Saran   

 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat penyusun sampaikan saran-

saran sebagai berikut; 

1. Perlu peningkatan kualitas anggota DPRD baik dari segi 

pemahaman dan juga pengetahuan mengenai fungsi legislasi dan 

juga pendidikan, pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan 

tugas serta fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo agar kualitas nya lebih 

baik lagi. Bimbingan teknis terkait perancangan perundang-

undangan dirasa sangat perlu dilakukan oleh anggota DPRD 

Kabupaten Wonosobo supaya dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan dalam menyusun suatu perda sehingga peran 

DPRD Kabupaten Wonosobo dapat berjalan secara optimal. 

2. DPRD Kabupaten Wonosobo harus berperan aktif untuk 

menggali pengetahuan tentang legal drafting dan harus 

melibatkan masyarakat supaya Peraturan daerah nanti nya 

berpihak kepada masyarakat. sesuai dengan peran DPRD  

sebagai wakil rakyat tidak hanya memikirkan ketersediaan dana 

untuk memperlancar tugasnya atau peningkatan kesejahteraan 

mereka akan tetapi, harus bisa menjalankan tugas, fungsi, dan 

wewenangnya secara optimal.   
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